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GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Alamat : Kepatihan Danure}an Yogyakarta Telpon 2655-—2243~—2981

Nomor s /5757 J-f.z/az/t Togyekarta, /o Seovcars 98

Lampiran s Surat Walikotamadya KDH,
TkoII !Wa No.188.
342/16041/Sek /1982, Ve -

serta bendeluya.
Hal ¢ Permchenan Pengesahan Pep- KEPADA :
aturan Daerah No. 8 Tahun : =
1532 Sentang P , BB, TIH, BAPAK MENTHERI DALAM NEGERT
Kotanadya lio, 1 Tahum 1970 -Lewat-
Yentang Pajalk Dangta Asing. YTH. BAPAK DIRJEN PUCD DEPDAGRT
e ;
’ DI JAKARTA .-
Segersa.
Bersams ini kani sawpaiksn dengan hormat surat Walikotamadya Kepala Dasrah
Tingkat IT Yegyekarte tertangzal 26 Nopember 1982, Nowor 188.342/16041 /seic /1582,
hal s Permchonan Pengesahan Peraturan Daersh Nasor 8 Talun 1962 tantang Pervbehan
Pera.turm Dasrah Kotzmadys Yogyekesta Hasor 1 Tahun 1970 tentang Pejak Bangsa
dsing; dengsn pendapat sebagai berikut s
I. A, Berdasarkan pasal 16 Undang=-Undang Nomor 11 Dot Talhun 1957 ditetapkan balws
f‘ "Pereturan FPajak Daevah tidak dapat berlaicu sebelus uwendspat pengesshan Pre
siden" (berdasavien Keputusen Presidsn Nomer 6 Tauum 1967, dalam hal ini pe

“gesahan dikuasaken kepada Wenteri Dalem Negeri), dengan demildan kewenange
&n pengessban Peraturan Daerah Kotamadys Daerah Tingkat II dimakeud menjadi
kewenangan Pemerintah Pusat,

\ B. Nenuwrut hemat kami Peraturan Dserah tersebut Becara yuridis formal ticdak
bertentangan dengan pereturan parundang-undangan yang berlalu.

C. Sehubungan dengan hale-ial tersebut diatas, Peraturan Daerah Kotanadys Dag ~
rah Tingkat II Yogyakarta Neacr & Tahun 1982, kami usulkan kivanya dapat se
gora disshkan dengesn perubahan/penyenpurnsan sebsgai berilart i -

1. Konsideran Meugingat diuban dengan wrutan @
- Undang-Undeng Namor 5 Tahun 1974 ;

= Undang-Undang Nemoe 16 Tohun 1950 sebagaiuane sejak itu telah diubah ;

~ Undang-Undang. ..




= Undang-Undang Neor 11 Ixt Tahun 1957 jo Insirukei Menteri Dalam Ne —
geri Nouor 11 Tahun 1969 ;
= Undang-Undang Nomor 74 Tehun 1958 jis Undang-Undang Nomor 87 Tahum
1958 serta Undang-Undang Nomer 29 Prp Tahun 1959 ; _
- Undang-Undeng Nomer 10 Tahun 1968 jo Peraturen Pamerintah: lamor 5 Ta-
hwa 1969 ;
= Peraturan Daerah Kotawadya Yogyekarts Nomor 1 Tahun 1970 ;
~ Keputusan UPRD Kotuuadya Daersk Tingkst IT Yogyaksrta Nomer 1/K/opRD/
1979.
2. Pasal 1 : ayat (1) huruf ¢ kata "Desrah Lukua" diubah menjadi "Wilaysh",
3. ayat (2) diubsh menjadi :

“Anak yang belun dewasa adalsh mereks Jang belum mencapai wmur 21 Tshun
kecuali mereka sebelum Rencapai usur tersebut telah kawin".

Keterangan 3

Perubshan ini disesuaikan dengan 3

&. Ketentuan pasal 330 KUH Perdata (Bd)

b. Ketentusn pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1958 jo pesal
1 ayai (2) Undang-Undang Nomar 87 Tahun 1958, mengingat bahwa yang
diatur disini adalah orang asing.

4. ayas (3) diubah menjadi s

"Pajuk dikenakan setiap keli wituk masa 4 (satu) tahun pajak berdasarican
kesdasn pads awal talum pajak®.

5. ayat (4) diubah menjedi s

“Hasa 1 (eatu) tabhun dinamalsn mass pajekk dan dimulai sejek tahun berla~
kunys Peraturan Dacrah iui'.

6o ayat (7) bubir 2 kata-kats "masing-masing" diubah menjadi “tiap arang”".
Te ayat (8) dihapus, dan ayat (9) menjadi ayat (8) baru.
8. Pasal I1 diubah menjadi @
(1) Sejak verlalomya Peraturan Dserah ini semus ketentuan tentang Pajak
Bangsa Asing yang bertentangan dengan Persturan Daerah ini dinyatakan

D. PENJELASAN PASAL DZHI PASAL 3
1+ Pasal I eyat (2) dihapus ;
2. Pagal T ayat (7) Sub @ dan Sub e 3

"Bagi anak ke IV dan selerusnya dan atau anggota keluargs laimyga yang
Pajalya telah ditedapkan berdssarka: Peraturan Daerah Kotamadya Yooya -
kaxta Hanor 1 Tahun 1970 dikenaksn ketentuan sywt (7) sub 23 dag sub 2e
sesudah 1 (eatu) tehun berlakuays Peratursn Laerah ini%.

3¢ ayat (8) dihapus.

II. Oleh karena...

- v




II. Oleh karena pengesahan Peraturan Daerah Kotamadys Daerah Tingkat II Yogya -
karta dimaksud menjadi kewenangan Bapek lienteri Dalam Negeari, maka kani se-
rahken kebijoksanaan sepenulnya akan hal pangesahaninyae

Kemudian sgar menjadiken makium dan kemi menunggu keterangan selanjutuya.

A.No. WAYIL GUBZENUR

4 ISTE% YOCYAKARTA

3 km/&.'h/DAEuE

. PE{BUSAN Xepada Tthe

1. Walikotamadye Kepala Daersh Tingkat IT Yogyakarts;
2. Pimpinsn LPRD Kotamsdya Deerah Tingkat IT Togyakarta;

3. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi DIY;

4. Kepala Direktorat Sosial Politik Propinsi DIY;

J» Fepula Dincs Pendapaton Daavah Propinsi DIY;

6, Kepala Biro Bina Femerintahsd Usam SEPVILDA Propinsi DiY;
7. Kepala Biro Bina Pemerinbalim Daerah SEIVILIA Propingi. DIV,
8. Kepala Biro Hukum SEPWILDA Propinsi IIY.




